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RINGKASAN 

 

Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Melalui e-Filing dengan Bentuk Formulir 

Pada Kantor KP2KP Bondowoso ; 

Fiqih Primadi, 140903101053; 2017: 73 halaman; Program Studi Diploma III 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso Jalan Santawi NO. 202, Kelurahan 

Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso pada bagian Seksi 

Pelayanan Umum untuk Laporan Tahunan Wajib Pajak. Waktu pelaksanaan 

dimulai dari tanggal 27 Februari 2017 sampai 27 Maret 2017 dengan tambahan 

sampai tanggal 31 Maret yang bertujuan untuk memahami pelaksanaan laporan 

tahunan selama 1 (satu) bulan penuh dan memperoleh pengalaman kerja yang 

berkaitan dengan perpajakan. 

 Pada era saat ini setiap negara telah memanfaatkan internet dalam berbagai 

bidang kenegaraannya, salah satunya diterapkan dalam bidang pemerintahan. 

Banyak keuntungan yang bisa didapat dengan pemerintah menggunakan teknologi 

informasi atau disebut e-government. Dalam UU No.14/2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, dan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

serta UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, menjadi dasar hukum bagaimana 

E-government ini bermanfaat dalam pelayanan untuk masyarakat yang 

membutuhkan informasi. E-government telah diterapkan oleh salah satu badan 

pemerintahan yaitu Direktorat Jendral Pajak dengan memberikan sebiah pelayanan 

berbasis elektronik bernama e-Filing.  

 e-Filing merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara 

elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website 

Direktorat Jendral Pajak. Secara umum penyampaian SPT Tahunan secara 

elektronik melalui e-Filing diatur dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-

26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan 

Tahunan. Cara penyampain SPT Tahunan menggunakan e-Filing dianggap lebih 

efisien dan lebih mudah. Karena Wajib Pajak tidak perlu melakukan antrian dalam 

melaporkan pajak terhutangnya. Dengan ini diharapkan kepatuhan Wajib Pajak 

semakin meningkat sekaligus agar dapat terciptanya administrasi perpajakan yang 

modern. 
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Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit memulai 

dan menyelesaikan laporan Praktik Kerja Nyata ini. Apabila terdapat kekurangan 

dalam pembuatan laporan tugas akhir ini penulis menerima kritik dan saran dari 

semua pihak demi kesempurnaan laporan Praktik Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis 

berharap, semoga laporan Praktik Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat 

kepada semua pihak khususnya pembaca. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia semakin maju. Hal ini 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak pernah cukup. Salah satu 

perkembangan yang dikembangkan berupa teknologi informasi. Dalam 

perkembangannya, teknologi informasi ditujukan untuk membantu manusia 

sebagai makhluk sosial. Kemajuan perkembangan teknologi informasi ini telah 

menghasilkan internet, yang memberikan akses manusia untuk dapat menggali 

informasi yang disebarkan secara global. Hingga manusia dapat berinteraksi antara 

satu sama lain tanpa mengenal batas jarak dan waktu yang dapat menghambat 

mereka untuk bersosial.  

Era saat ini setiap negara telah memanfaatkan internet dalam berbagai bidang 

kenegaraannya, salah satunya diterapkan dalam bidang pemerintahan. Banyak 

keuntungan yang bisa didapat dengan pemerintah menggunakan teknologi 

informasi atau disebut e-government. Penggunaan teknologi informasi dalam 

pemerintahan ini sangat mendukung pengelolaan yang lebih efisien dan 

meningkatkan hubungan antara pemerintahan dengan pihak  lain. Dalam UU 

No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No.11/2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No.25/2009 tentang Pelayanan 

Publik, menjadi dasar hukum bagaimana E-government ini bermanfaat dalam 

pelayanan untuk masyarakat yang membutuhkan informasi tanpa harus datang ke 

kantor. Informasi yang mudah diperoleh ini dapat didapat secara online. 

Keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat menjadikan hubungannya 

semakin baik. Pelaksanaan pemerintahan juga lebih efisien dalam koordinasi 

pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. 

Di Indonesia saat ini E-government telah diterapkan oleh salah satu badan 

pemerintahan yaitu Direktorat Jendral Pajak. Direktorat Jendral Pajak (disingkat 

DJP) sebagai salah satu Direktorat Jendral dibawah Kementrian Keuangan 

Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan 
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dibidang perpajakan. Di Indonesia sendiri, hasil pemungutan pajak menjadi 

penerimaan terbesar negara yang sangat berperan dalam pembangunan dan 

peningkatan infrastruktur negara. Pajak juga berperan dalam memenuhi biaya 

dalam keperluan pemerintahan.  

Menurut UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP), perpajakan di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak 

self assessment system. Dalam sistem ini setiap Wajib Pajak bertanggung jawab 

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri kepada negara. 

Sementara fiskus/administrasi pajak hanya bertugas mengawasi dan memeriksa 

atas pelaksanaan dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundangan yang 

berlaku. Dengan sistem ini, diperlukannya kejujuran dan pertanggung jawaban atas 

kewajiban setiap masyarakat menjadi wajib pajak. 

Setiap masyarakat yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penghitungan besaran pajak 

terhutang atas penghasilannya, Wajib Pajak yang berpenghasilan diatas besarnya 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus melakukan kewajiban 

administrasinya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

No.101/PMK.010/2016, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Penerimaan PTKP Setahun Sebulan 

WP Pribadi Rp 54.000.000 Rp 4.500.000 

Mendapat tambahan untuk WP yang 

kawin Rp 4.500.000 Rp 375.000 

Mendapat ambahan untuk seorang 

isteri yang penghasilannya digabung 

dengan suami 

Rp 54.000.000 

 

Rp 4.500.000 

 

Mendapat tambahan untuk setiap 

anggota keluarga (paling banyak tiga 

orang) 

Rp 4.500.000 

 

Rp 375.000 
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Sumber: www.jdih.kemenkeu.go.id (2017) 

Setelah Wajib Pajak melakukan penghitungan besarnya pajak yang terhutang 

dan menyelesaikan kewajiban administrasinya, selanjutnya diwajibkan untuk 

melaporkan pajak terutangnya. Setiap  Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan 

pajaknya karena pelaporan pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi 

setiap Wajib Pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWP yang telah dijelaskan 

dalam undang – undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan menjadi undang - undang. Dalam pelaporannya, 

Wajib pajak mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan data-data 

terkait penghasilan dan harta yang dimilikinya yang kemudian akan disampaikan 

ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. SPT (Surat Pemberitahuan) 

disampaikan dengan 2 (dua) cara yaitu, pertama dengan menyampaikannya secara 

manual. Cara manual ini WP mengisi sebuah formulir dalam bentuk kertas yang 

nantinya akan disampaikan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor 

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Cara kedua 

penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing pada website Direktorat Jendral Pajak 

(www.pajak.go.id). 

e-Filing merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara 

elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website 

Direktorat Jendral Pajak (http//www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau 

Application Service Provider (ASP). Secara umum penyampaian SPT Tahunan 

secara elektronik melaluie-Filing diatur melalui peraturan Dirjen Pajak Nomor 

PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat 

Pemberitahuan Tahunan. Cara penyampaian SPT Tahunan PPh melalui e-Filing ini 

merupakan salah satu langkah dalam e-goverment yang dilakukan oleh Direktorat 

Jendral Pajak yang bertujuan mempermudah dan meningkatkan keefektifan dalam 

proses pelaporan tahunan. Karena dalam pelaporan SPT tahunan dengan cara 

manual memiliki kelemahan dan kekurangan yang merugikan bagi Wajib Pajak. 
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Pelaporan pajak terutang dengan cara manual ini, Wajib Pajak harus 

melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan dan harus datang ke Kantor 

Pelayanan Pajak dan masih menunggu giliran antrian. Semantara Wajib Pajak 

memiliki kebiasaan melaporkan pajak terutangnya dihari mendekati batas akhir 

melakukan pelaporan, serta proses perekaman data dipelukan waktu yang cukup 

lama sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan pelaporan sampai dikenakan 

denda administrasi. Sehingga penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 

secara manual ini menjadi tidak efisien. Penggunaan e-Filing dimaksudkan untuk 

mengatasi kelemahan dari penyampaian Surat Pemberitahunan (SPT) tahunan 

secara manual. Dengan e-Filing juga mempermudah Wajib Pajak melakukan 

pelaporan tahunan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat, serta membantu 

memperbaiki setiap proses kerja dan pelayanan bidang perpajakan di Indonesia.  

Cara penyampain SPT Tahunan menggunakan e-Filing dianggap lebih efisien 

dan lebih mudah. Karena Wajib Pajak tidak perlu melakukan antrian dalam 

melaporkan pajak terhutangnya. Saat ini penggunaan e-Filing dalam pelaporan SPT 

Tahunan diwajibkan untuk pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia), POLRI (Polisi 

Republik Indonesia) dan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah dijelaskan dalam 

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor SE-8/2015. Untuk pihak swasta dan pekerja bebas juga 

diwajibkan untuk menggunakan e-Filing dalam penayampaian SPT Tahunannya 

yang menggunakan formulir 1770 S dan formulir 1770 SS. Layanan e-Filing  

melalui website  Direktorat Jendral Pajak hanya melayani 2 (dua) jenis 

penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yaitu: 

1. SPT Tahunan Objek Pajak Formulir 1770 S, ditujukan untuk setiap Wajib 

Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dari 

dalam negeri lainnya dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat 

final; 

2. SPT Tahunan Objek Pajak Formulir 1770 SS, ditujukan untuk setiap Wajib 

Pajak yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh 

juta rupiah) setahun. 
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Dengan adanya e-Filing yang memudahkan dalam pelaporan SPT Tahunan 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tercatat data jumlah 

Wajib Pajak Terdaftar dan capaian rasio kepatuhan pada Kantor Pelayanan 

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso berdasarkan basis data Sistem 

Informasi Direktorat Jendral Pajak Tahun 2014 s.d. 2016 sebagai berikut:  

Tabel 1.2 Perkembangan Penyampaian SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan 

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso 

Uraian / Tahun 2014 2015 2016 

WP Terdaftar 80,589 86,602 92,791 

WP Terdaftar Wajib SPT 56,552 53,006 57,047 

Target Rasio Kepatuhan 72.50% 72.50% 75.00% 

Realisasi SPT Tahunan PPh 33,972 35,278 37,097 

Rasio Kepatuhan 60.07% 66.55% 65.03% 

Capaian Rasio Kepatuhan 82.86% 91.80% 86.71% 

Sumber: Seksi bendaharawan KP2KP Bondowoso (2017) 

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT 

sangatlah banyak, tercatat setiap tahunnya terdapat lebih dari 50 ribu WP terdaftar. 

Hal ini mengakibatkan beban pengarsipan dan waktu untuk pengolahan Surat 

Pemberitahuan (SPT) semakin lama dan tidak efisien. Maka dari itulah e-Filing 

dimanfaatkan dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berbasis 

elektronik. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) sendiri e-Filing memberi banyak 

manfaat dalam pengelolaan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan capaian 

rasio kepatuhan Wajib Pajak.  

Tetapi pada data tersebut mengalami penurunan pada capaian rasio di tahun 

2016. Regulasi atau peraturan perpajakan yang rumit menjadi salah satu penyebab 

rendahnya kepatuhan pajak masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah akan 

melakukan perbaikan regulasi perpajakan. Tidak hanya itu, penyebab lain 

dikarenakan Wajib Pajak masih mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT 
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Tahunannya melalui e-Filing. Karena sebagian besar Wajib Pajak menganggap 

penggunaan sistem komputer merupakan hal yang membingungkan. Hal ini 

dikarenakan kemampuan dan wawasan Wajib Pajak tentang teknologi informasi 

masih kurang. Oleh karena itu perlu dukungan dan bimbingan dari semua pihak 

agar dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui sosialisasi manfaat 

dan penggunaan fasilitas e-Filing dalam melaporkan SPT Tahunannya. Hal ini 

sekaligus agar dapat terciptanya administrasi perpajakan yang modern. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas laporan 

tugas akhir yang berjudul “Prosedur Penyampaian SPT Tahunan Melalui e-

Filing dengan Bentuk Formulir pada Kantor KP2KP Bondowoso” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

Melalui e-Filing Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

Bondowoso? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan 

oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan 

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember. Setiap kegiatan dilaksanakn tentunya mempunyai tujuan dan manfaat 

yaitu: 

 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)  

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui 

prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak orang 

pribadi dengan formulir 1770S dan 1770SS melalui e-Filing pada Kantor Pelayanan 

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso. 
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1.3.2  Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan mempraktekkan 

teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan; 

2) Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja 

dengan dibekali keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh 

saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata; 

3) Meningkatkan keahlian di bidang perpajakan, ilmu pengetahuan serta 

dapat memahami aplikasi ilmu yang diterapkan di perusahaan/ instansi; 

4) Memperoleh wawasan dan landasan teori yang berkaitan dengan 

Administrasi Perpajakan khususnya penyampaian SPT Tahunan PPh; 

5) Untuk membantu dan ikut berperan serta dalam memberikan 

pemahaman tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

melalui e-Filing pada website Direktorat Jendral Pajak. 

b. Bagi Universitas 

1) Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas Jember dengan 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso; 

2) Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan; 

3) Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten di 

bidangnya Administrasi perpajakan kepada stakeholder. 

c. Bagi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso 

1) Mempererat  kerjasama antara Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan Bondowoso dengan pihak Universitas Jember 

khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Definisi pajak dari para ahli antara lain, menurut Adriani, (dalam Pohan 

2014:5) definisi pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Djajadiningrat, (dalam 

Halim 2014:2) Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 

kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum. 

Definisi pajak (Sumarsan 2015:4) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor 

swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat 

imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan 

tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 

 Walaupun para ahli di bidang perpajakan mendefinisikannya berbeda-beda, 

namun pada dasarnya definisi tersebut mempunyai pengertian dan tujuan yang 

sama. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan  iuran 

wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah, dan diatur berdasarkan Undang-undang yang 

bersifat memaksa serta tidak mendapatkan kompensasi langsung karena hasil dari 

pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang 

bermanfaat dan ditujukan untuk  kepentingan umum dalam bidang sosial dan 
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ekonomi. Misalnya, pembayaran pajak dialokasikan untuk pembiayaan 

pembangunan jalan propinsi, pembangunan kantor dinas suatu instansi 

pemerintahan, untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang posisinya 

sebagai pelayan masyarakat, membiayai pengadaan kebutuhan bagi Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lain-lain. 

 

2.1.2 Unsur-Unsur Pajak 

 Unsur-unsur pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) dapat 

dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu: 

a.  Iuran dari rakyat kepada Negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang) 

b. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.3 Fungsi Pajak 

 Terdapat dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2011:2), yaitu: 

a. Fungsi Budgetair (Anggaran) 

Pajak bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran adalah 

sebagai sumber dana. 

b. Fungsi Regulerend (Mengatur) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosisal dan ekonomi. 

 Contoh:  
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1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

2) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

3) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Pohan (2014:33) Sistem Pemungutan Pajak terdiri dari: 

a. Self Assessment System (Sistem Menghitung Pajak Sendiri) 

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, 

kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan 

sendiri kewajiban dan hak pepajakannya. Dalam imlementasi sistem ini 

kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada tanggung jawab masyarakat 

Wajib Pajak, di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: 

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang; 

2) Memotong atau memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut; 

3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus di bayar; 

4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. 

Tata cara ini akan berhasil dengan baik, bila masyarakat sendiri memiliki 

pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan baik dan benar. 

Ciri-ciri self assessment system adalah: 

a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada 

pihak Wajib Pajak. Fiskus hanya mengawasi dan tidak boleh ikut 

campur. 

b) Wajib Pajak besrifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, 

menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.  

c) Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari 

hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus. 

b. Official Assessment System (Pemungutan Dengan Sistem Ketetapan) 
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adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang 

kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam 

sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada 

pada aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik, kalau 

aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi 

kebutuhan.  

Ciri-ciri official assessment system adalah: 

1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada 

pihak fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang. 

3) Utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus 

c. Withholding Tax system  

adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang 

kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (withholder) untuk memotong atau 

memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap 

jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan. 

Ciri-ciri withholding tax system: 

1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemotongan 

atau pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pemungut pajak. 

2) Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong (withholder) bersifat aktif dalam 

menghitung memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang dipotong atau dipungut. 

3) Utang pajak timbul setelah ada pemotongan atau pemungutan pajak dan 

diterbitkan Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak 

pemotong atau pihak pemungut. 

 

 

 

2.1.5    Syarat Pemungutan Pajak  
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Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni  mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil 

dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak 

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara 

maupun warganya.  

c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat 

ini  telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.  

 

 

 

 

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak 
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 Ada tiga tata cara pemungutan perpajakan (Mardiasmo, 2011:6), yaitu: 

a. Stelsel pajak 

1) Stelsel nyata 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek, sehingga pemungutannya baru 

dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang 

sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau 

kebaikan dan kekurangan. Kebaikannya adalah pajak yang dikenakan 

lebih realistis, sedangkan kekurangannya pajak dikenakan pada akhir 

periode. 

2) Stelsel anggapan 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap 

samadengan sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 

ditentukan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kebaikannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa 

harus menunggu pada akhir tahun pajak. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan 

sesungguhnya. 

3) Stelsel campuran 

Kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, besarnya 

pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun 

pajak dihitung dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak 

menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka 

wajib pajak harus menambah .begitu juga sebaliknya, missal kelebihan 

dapat diminta. 

b. Asas pemungutan pajak 

1) Asas domisili 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam 

maupun luar negeri. 

2) Asas sumber 
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Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assessment System 

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b) Wajib Pajak bersifat pasif. 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh 

fiskus. 

2) Self Assessment System 

Adalah system pemungutan pajak yang member wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri, 

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang, 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With Holding System 

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 
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Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.7 Pengelompokan Pajak  

Ada tiga pengelompokan pajak (Mardiasmo, 2011:5), yaitu: 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang di bebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Negara, disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Pusat yang terdiri atas: 

a) Pajak Penghasilan 

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang 

diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008. 

b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir 

kali dengan UU No. 42 Tahun 2009. 

c) Bea Materai 

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. 

d) Bea Masuk 

UU No. 10 Tahun 1995 Jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang 

Kepabeanan. 
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e) Cukai 

UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai 

b. Pajak Daerah, Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah: 

1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 

a) Pajak Kendaraan Bermotor; 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d) Pajak Air Permukaan; 

e) Pajak Rokok. 

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a) Pajak Hotel; 

b) Pajak Restoran; 

c) Pajak Hiburan; 

d) Pajak Reklame; 

e) Pajak Penerangan Jalan; 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g) Pajak Parkir; 

h) Pajak Air Tanah; 

i) Pajak Sarang Burung Walet; 

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.1.8    Tarif Pajak  

 Menurut Mardiasmo (2011:9) tarif pajak terdiri dari 4 (empat) macam yaitu: 

a. Tarif sebanding proposional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. Misalnya untuk penyerahan Barang Kena Pajak 

(BKP) didalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) sebesar 10%. 
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b. Tarif tetap  

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Misalnya 

besarnya tarif Bea Materia untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah Rp 3.000,00 

c. Tarif progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. Misalnya pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 

untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 

 

          Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Pertahun Tarif Pajak (%) 

< Rp 50.000.000,00 5 

 Rp50.000.000,00 ≥ Rp250.000.000,00 15 

Rp250.000.000,00 ≥ Rp500.000.000,00 25 

> Rp 500.000.000,00 30 

Sumber: www.pajak.go.id tahun 2017 

 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

1) Tarif progresif progresif   : kenaikan persentase semakin besar 

2) Tarif progresif tetap   : kenaikan persentase tetap 

3) Tarif progresif degresif   : kenaikan persentase semakin kecil 

d. Tarif degresif  

Persentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

 

 

 

 

2.1.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

a. Pengertian NPWP 
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Menurut Pohan (2014:59) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang 

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib  Pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.  

b. Fungsi NPWP  

1) Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan; 

2) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak;  

3) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 

administrasi perpajakan; 

4) Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit 

bank dan lelang. 

 

2.2   Pajak Penghasilan (PPh) 

2.2.1    Pengertian Pajak Penghasilan  

 Adapun pengertian pajak penghasilan menurut para ahli antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Menurt Resmi (2016:70) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun 

pajak. 

b. Menurut Pohan (2014:148) Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan 

kepada Wajib Pajak atas penghasilan global yang diterima atau 

diperolehnya dalam satu tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali 

yang langsung dapat ditunjuk. 

c. Menurut Mardiasmo (2011:155) Pajak Penghasilan adalah pajak yang 

dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak tertentu. 

 

2.2.2    Subjek Pajak Penghasilan 

 Menurut Pohan (2014:148-149) yang menjadi subjek pajak adalah: 
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a. Orang Pribadi  

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri 

adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. 

Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di 

Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia ditimbang menurut keaadaan. 

b. Warisan yang belum terbagi 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak 

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan 

warisan yang belum terbagi sebagai Sunjek Pajak pengganti dimaksudkan 

agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut 

tetap dapat dilaksanakan. 

c. Badan  

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk 

usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Perusahaan 

reksadana baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk lainnya 

termasuk dalam pengertian badan. 

d. Bentuk Usaha Tetap  

Bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari 

badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan 

dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk 

usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam 

pengertian badan. 

 

2.2.3    Objek Pajak Penghasilan  
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 Menurut Pohan (2014:158) Objek Pajak Penghasilan adalah setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 

baik yang berasal dari Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun.  

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib 

Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:  

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang, pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya.  

b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;  

c. Laba usaha yaitu selisih lebih antra penjualan dikurangi dengan harga pokok 

penjualan dan beban-beban usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. Dividen; 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai 

pajak; 

q. Surplus Bank Indonesia; 
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r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;  

s. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. 

 

2.2.4    Penggolongan Penghasilan 

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib 

pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas 

seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, 

akuntan, pengacara, dan sebagainya (Employment Income); 

b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan (Bussiness Income); 

c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak 

seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak 

yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya (Capital 

Income); 

d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. 

(Others Income). 

 

2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan 

a. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki 

NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) 

tahun dikenakan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan 

dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan sebagai 

berikut.  

1) Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari 

penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000  setahun atau  Rp.  500.000 

sebulan) dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dikurangi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); 
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2) Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun 

(5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp. 2.400.000 setahun atau Rp. 

200.000 sebulan) dikurangi PTKP;  

3) Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara 

berkesinambungan (50%  dari  Penghasilan bruto dikurangi PTKP 

perbulan).  

b. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan 

tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan 

bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan;  

c. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan 

tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto 

untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah;  

d. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta 

pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, 

upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi 

Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi 

Rp. 1.320.000 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 

21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari 

penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000. Bila dalam satu bulan 

takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000, maka besarnya PTKP yang 

dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP 

sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360. 

e. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI atau POLRI yang menerima honorarium 

dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau 

Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan 

bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId 

kebawah, anggota TNI  atau  POLRI Peltu kebawah  atau Ajun Insp. Atau 

Tingkat I kebawah. 

f. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang 

menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan 

kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
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menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP 

tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila 

berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh 

Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh 

Pasal 21. Besar PTKP terdapat pada tabel 1.1 – Halaman 2. 

g. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 

merupakan tarif progresif yang diterapkan dalam sistem pemungutan 

dengan cara menaikan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai 

dengan kenaikan objek pajak. Lapisan tariff pasal 17 ayat (1) huruf a 

terdapat pada tabel 2.1 – halaman 17. 

h. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20 % lebih 

tinggi dari tarif PPh Pasal 17. 

 

2.2.6    Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Dalam konteks orang pribadi, penghasilan dapat berasal dari kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya. 

Dalam hal orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan 

melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan mengurangkan 

peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha. Sedangkan untuk 

Wajib Pajak yang melakukan usaha omzet tertentu dengan peredaran bruto kurang 

dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun maka Wajib Pajak dapat menggunakan norma 

penghitungan neto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)  sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Selain itu Wajib Pajak yang 

memiliki pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, 

penilai, aktuaris dan arsitek juga wajib melaporkan penghasilan bruto dan Pajak 

Penghasilannya. 
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2.3 e-Government 

 Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan ini sangat mendukung 

pengelolaan yang lebih efisien dan meningkatkan hubungan antara pemerintahan 

dengan pihak  lain. Dalam UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

dan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU 

No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, menjadi dasar hukum bagaimana E-

government ini bermanfaat dalam pelayanan untuk masyarakat yang membutuhkan 

informasi tanpa harus datang ke kantor. e-Filing merupakan salah satu langkah 

dalam e-goverment yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang bertujuan 

mempermudah dan meningkatkan keefektifan dalam proses pelaporan tahunan. 

2.3.1 e-Filing  

  e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik 

yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website  Direktorat 

Jendral Pajak (http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau 

Application Service Provider (ASP). Layanan e-Filing melalui website Direktorat 

Jendral Pajak hanya melayani penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang 

menggunakan Formulir 1770 S dan 1770 SS. Wajib Pajak yang menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh secara e-Filing melalui website 

Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) harus memiliki Electronic Filing 

Identification Number (e-FIN). 

2.3.2 e-FIN 

  Electronic Filing Identification Number (e-FIN) adalah nomor identitas 

yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang 

mengajukan permohonan untuk melaksanakan pelaporan dengan e-Filing. e-FIN 

merupakan kode kombinasi angka dan huruf sebanyak 10 digit. Permohonan untuk 

memperoleh e-FIN dapat disampaikan secara langsung ke Kator Pelayanan Pajak 

terdekat dengan cara berikut: 

a. Mengisi dan menandatangani  Formulir Permohonan e-FIN; 
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b. Melampirkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat 

Keterangan Terdaftar dan Kartu Tanda Penduduk; 

c. Menunjukkan surat kuasa khusus bermaterai dan fotokopi identitas Wajib 

Pajak dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak; 

d. Membawa kartu identitas diri Wajib Pajak atau kuasanya untuk ditunjukkan 

kepada petugas pajak 

Jangka waktu Kantor Pelayanan Pajak dalam menerbitan e-FIN paling lama 

1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar. e-FIN 

yang proesnya sudah selesai, disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau 

Kuasa Wajib Pajak. Setelah itu Wajib pajak harus mendaftarkan diri melalui 

website Direktorat jendral Pajak (www.pajak.go.id) paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kalender sejak diterbitkannya e-FIN. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi Form 

Registrasi e-Filing pada website Direktorat Jendral Pajak dan Wajib Pajak 

diwajibkan untuk mencantumkan alamat surat elektronik (email addres) dan nomor 

telepon seluler (handphone) yang valid dan aktif sebagai sarana untuk mengirim 

kode verfikasi, notifikasi, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) pada proses e-

Filing. Dengan meng-klik link tautan atau menyalin link tautan dalam browser 

maka akun e-Filing sudah diaktifkan dan Wajib Pajak dapat melakukan login untuk 

mengakses dan masuk dalam akun e-Filing. 

2.3.3 Prosedur Penyampaian SPT Tahunan dengan e-Filing 

 (Yuniawati, 2002) prosedur merupakan suatu hal yang berkaitan dengan 

suatu seri langkah yang bertahap yang berkaitan satu sama lain yang dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping itu prosedur bersifat deskriptif karena 

mereka membantu pelaksanakan koordinasi dengan jalan menyediakan petunjuk-

petunjuk untuk tindakan para karyawan pada situasi yang berulang. Dilihat dari 

sudut pandang prosedur dianggap sebagai reaksi rutin atau yang diprogramkan 

terhadap situasi problem yang bersifat umum dan yang terstruktur. 

 Prosedur penyampaian SPT Tahunan merupakan serangkaian langkah yang 

dilakukan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan menggunakan 
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aplikasi e-Filing pada website Direktorat Jendral Pajak. Prosesnya dilakukan dalam 

beberapa tahap berikut ini: 

a. Wajib Pajak melakukan login pada akun e-Filing dengan memasukan 

username dan password, kemudian memilih menu sesuai dengan jenis SPT 

yang hendak disampaikan; 

b. Pemilihan menu tersebut akan mengarahkan Wajib Pajak kepada aplikasi e-

SPT yang sesuai dengan jenis SPT yang sesuai dengan jenis SPT yang dipilih; 

c. Wajib pajak mengisi SPT Tahunan secara online melalui aplikasi e-SPT 

dengan memasukkan data yang benar, jelas dan lengkap pada setiap elemen e-

SPT. Petunjuk dan tata cara pengisian yang tersedia dalam website akan 

memberikan panduan kepada Wajib Pajak; 

d. Dalam hal hasil pengisian aplikasi e-SPT menunjukkan status kurang bayar, 

maka Wajib Pajak harus mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 

(NTPN) sebagai bukti pembayaran. NTPN dapat diperoleh Wajib Pajak setelah 

melakukan pelunasan atas jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 29); 

e. Setelah selesai mengisi e-SPT, Wajib Pajak harus membubuhkan tanda tangan 

elektroik atau tanda tangan digital sebelum disampaika ke Direktorat Jendral 

Pajak; 

f. Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dilakukan dengan 

mekanisme sebagai berikut: 

1) Wajib Pajak meminta kode verifikasi pada Direktorat jendral Pajak melalui 

menu yang telah disediakandalam website DJP setelah selesai mengisi e-

SPT. 

2) Kode verifikasi tersebut akan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui email 

yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak pada saat registrasi e-Filing; 

3) Wajib Pajak memilih data SPT, kemudian mengirim e-SPT dengan memilih 

menu yang tersedia dalam website; 

4) Wajib Pajak memasukkan kode verifikasi yang telah diterima melalui email 

ke dalam kotak isian (field) yang disediakan pada saat proses pengiriman 

e-SPT. 
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g. Wajib Pajak akan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima 

penyampaian SPT Tahunan dalam hal hasil pengisian e-SPT dinyatakan 

lengkap; 

h. Hasil pengisian aplikasi e-SPT dinyatakan lengkap apabila seluruh elemen data 

digitalnya telah diisi. 

e-SPT berbda dengan e-Filing, e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam 

bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi 

e-SPT sedangkan e-Filing adalah cara penyampaian e-SPT secara online dan 

real time melalui internet. 
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BAB. 3 METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1  Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek Kerja Nyata merupakan mata kuliah wajib yang harus di tempuh 

setiap mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun Laporan Tugas Akhir 

sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). 

Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang, apabila mahasiswa telah 

menyelesaikan minimal 100 SKS dari jumlah 114 SKS yang harus diselesaikan. 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di instansi 

pemerintahan, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan 

syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata 

dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh 

Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. 

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Pemograman 

Setiap mahasiswa, sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diwajibkan 

melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan 

ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata. 

b. Pembekalan 

Tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan 

yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur 

Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja 

Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan 

Praktek Kerja Nyata. 
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c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata 

diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja 

Nyata yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMS, BUMD dan 

Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata 

diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana 

selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang 

telah ditentukan. 

d. Observasi 

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada 

instansi, apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka 

selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang 

dari fakultas kepada instansi. 

e. Surat Balasan 

Surat balasan diterima dari Instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima 

mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas 

di bagian Program Studi Diploma III Perpajakan. 

f. Surat Tugas 

Mahasiswa selanjutnya menerima surat tugas dari fakultas. Fakultas 

mendapatkan dua surat tugas yaitu,surat tugas Praktek Kerja Nyata (PKN) atau 

magang serta surat tugas dosen supervisi. 

g. Melakukan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud. 

 

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan Bondowoso Jalan Santawi NO. 202, Kelurahan Tamansari, 

Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso pada bagian Seksi Pelayanan 

Umum untuk Laporan Tahunan Wajib Pajak. 

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 
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Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 

728/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 27 Februari 2017 sampai 27 

Maret 2017 dengan tambahan sampai tanggal 31 Maret untuk pengalaman proses 

laporan tahunan 1 (satu) bulan penuh di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan Bondowoso. 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan 

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso. 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin – Kamis 07.30 – 17.00 12.00 – 13.00 

Jum’at 

Sabtu dan Minggu 

07.30 – 17.00 

Libur 

11.30 – 13.00 

Libur 

Sumber: KP2KP Bondowoso, 2017 

3.2    Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

 Pada Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas 

Akhir oleh penulis yang ditempatkan di Seksi Pelayanan Umum. Penempatan ini 

menyesuaikan dengan tujuan penulis yang akan membuat Laporan Tugas Akhir 

berjudul “Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-filing 

pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso”. Pada 

seksi pelayanan ini penulis diberi tugas untuk pendampingan kepada Wajib Pajak 

(WP) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui e-Filing. Penulis 

dapat mengetahui langkah-langkah pelaporan pajak serta berinteraksi secara 

langsung dengan Wajib Pajak dengan berbagai profesi mulai buruh, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), Polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga pensiunan 

yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online melalui 

e-filing dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir penulis. 
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3.2.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang Dilakukan di KP2KP Bondowoso 

 Kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan di KP2KP Bondowoso 

yang berlangsung mulai tanggal 27 Februari 2017 sampai tanggal 31 Maret 2017 

dalam 18 hari kerja adalah sebagai berikut: 

  Tabel 3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata di KP2KP Bondowoso 

Waktu Pelaksanaan 

dan Penanggung 

Jawab 

(a) 

Kegiatan 

 

 

(b) 

Hasil 

 

 

(c) 

 

Senin, 27 Februari 2017 

 

Bayu Abdi Prasetyo 

selaku Bendaharawan, 

pelaksana Subbag 

Umum saat itu 

 

Rani Tyas Permanasari 

pelaksana Pengolahan 

Data dan Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Penerimaan di KP2KP 

Bondowoso oleh 

Subbag Umum 

2. Menerima pengarahan 

tentang langkah 

pelaporan SPT Tahunan 

secara e-Filing 

3. Melakukan aktivasi data 

e-FIN Wajib Pajak 

orang pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diterima dengan 

baik 

2. Mengetahui tata 

tertib dan jadwal 

kerja yang berlaku di 

KP2KP Bondowoso 

3. Mengingat dan 

mengetahui langkah 

aktivasi e-FIN dan 

Pelaporan SPT 

Tahunan secara e-

Filing 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

Rabu, 01 Maret 2017   
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Rani Tyas Permanasari 

pelaksana Pengolahan 

Data dan Informasi 

 

Wahdhatul Asfiyah 

pelaksana seksi 

pelayanan 

1. Mengaktivasi data e-FIN 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

 

 

 

2. Melaporkan SPT 

Tahunan 1770SS Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

secara e-Filing 

1. Telah mengaktivasi 

19 data e-FIN Wajib 

Pajak pribadi 

 

 

 

2. Melaporkan 19 SPT 

Tahunan 1770SS 

secara e-Filing 

 

 

Kamis, 02 Maret 2017 

 

Wahdhatul Asfiyah 

pelaksana seksi 

pelayanan 

 

 

 

 

1. Mengaktivasi data e-

FIN Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

2. Melaporkan SPT 

Tahunan 1770SS Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

secara e-Filing 

 

 

1. Telah mengaktivasi 

23 data e-FIN Wajib 

Pajak pribadi  

2. Melaporkan 26 SPT 

Tahunan 1770SS 

secara e-Filing 

 

 

 

Jum’at, 03 Maret 2017 

 

Wahdhatul Asfiyah 

pelaksana seksi 

pelayanan 

 

 

 

 

1. Mengaktivasi data e-

FIN Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

2. Melaporkan SPT 

Tahunan 1770SS Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

secara e-Filing 

 

 

1. Telah mengaktivasi 

12 data e-FIN Wajib 

Pajak pribadi 

2. Melaporkan 19 SPT 

Tahunan 1770SS 

secara e-Filing 

 

 

(a) (b) (c) 
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Senin, 06 Maret 2017 

 

Rani Tyas Permanasari 

pelaksana Pengolahan 

Data dan Informasi 

 

 

1.   Sharing judul Tugas 

Akhir 

2.   Pengarahan untuk 

penyampaian SPT 

Tahunan secara manual 

3.   Perkaman SPT Tahunan 

secara manual 

1. Mendapat masukan 

judul Tugas Akhir 

tentang e-Filing. 

2. Mengetahui dan 

menyampaikan 13 

SPT Tahunan secara 

manual 

Rabu, 08 Maret 2017 

 

Wahdhatul Asfiyah 

pelaksana seksi 

pelayanan 

 

 

 

1. Mengaktivasi data e-FIN 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

2. Melaporkan SPT 

Tahunan 1770SS dan 

1770S Wajib Pajak 

Orang Pribadi secara e-

Filing 

1. Mengaktivasi 14 

data e-FIN, 

2. melaporkan 13 SPT 

Tahunan 1770SS 

dan 8 SPT Tahunan 

1770S 

 

 

Kamis, 09 Maret 2017 

 

Wahdhatul Asfiyah 

pelaksana seksi 

pelayanan 

 

 

 

1. Mengaktivasi data e-FIN 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

2. Melaporkan SPT 

Tahunan 1770SS dan 

1770S Wajib Pajak 

Orang Pribadi secara e-

Filing 

1. Mengaktivasi 7 data 

e-FIN 

2. menyampaikan 11 

SPT Tahunan 

1770SS dan 6 SPT 

Tahunan 1770S 

 

 

Jum’at, 10 Maret 2017 

 

Muh. Nurakhmad 

selaku kepala kantor 

 

 

 Menyebarkan brosur Tax 

Amnesty dan brosur e-

Filing di alun-alun kota 

Bondowoso bersama 

empat orang staf kantor 

KP2KP  

Menyebarkan brosur 

di area Alun-Alun 

kota Bondowoso dan 

daerah traffic light 

sekitar kantor KP2KP 

 

(a) (b) (c) 
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Senin, 13 Maret 2017 

 

Wahdhatul Asfiyah 

pelaksana seksi 

pelayanan 

 

 

 

 

1. Mengaktivasi data e-FIN 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

2. Melaporkan SPT 

Tahunan 1770SS dan 

1770S Wajib Pajak 

Orang Pribadi secara e-

Filing 

 

1. Mengaktivasi 9 data 

e-FIN 

2. menyampaikan 18 

SPT Tahunan 

1770SS dan 9 SPT 

Tahunan 1770S 

 

 

 

Rabu, 15 Maret 2017 

 

Wahdhatul Asfiyah 

pelaksana seksi 

pelayanan 

 

 

 

 

 

 

1. konsultasi judul Tugas 

Akhir tentang e-Filing 

2. Mengaktivasi data e-FIN 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

3. Melaporkan SPT 

Tahunan 1770SS dan 

1770S Wajib Pajak 

Orang Pribadi secara e-

Filing 

 

1. Mendapat masukan 

tentang manfaat 

penggunaan layanan 

e-Filing. 

2. Mengaktivasi 5 data 

e-FIN 

3. Menyampaikan 14 

SPT Tahunan 

1770SS dan 5 SPT 

Tahunan 1770S 

 

Kamis, 16 Maret 2017 

 

Wahdhatul Asfiyah 

pelaksana seksi 

pelayanan 

 

 

 

 

1. Mengaktivasi data e-FIN 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

2. Melaporkan SPT 

Tahunan 1770SS dan 

1770S Wajib Pajak 

Orang Pribadi secara e-

Filing 

 

1. Mengaktivasi 11 

data e-FIN,  

2. Menyampaikan 12 

SPT Tahunan 

1770SS dan 3 SPT 

Tahunan 1770S 

 

 

(a) (b) (c) 
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Jum’at, 17 maret 2017 

 

Rani Tyas Permanasari 

pelaksana Pengolahan 

Data dan Informasi 

 

 

 

Perkaman dan pelaporan 

SPT Tahunan secara 

manual 

 

 

 

 

 

Proses laporan SPT 

Tahunan dilakukan 

secara manual sebab 

masalah internet. 

Telah melaporkan 13 

SPT Tahunan 

1770SS 

Senin, 20 Maret 2017 

 

Rani Tyas Permanasari 

pelaksana Pengolahan 

Data dan Informasi 

 

Wahdhatul Asfiyah 

pelaksana seksi 

pelayanan 

 

 

1. Perkaman dan pelaporan 

SPT Tahunan secara 

manual 

 

 

 

2. Melaporkan SPT 

Tahunan 1770SS dan 

1770S Wajib Pajak 

Orang Pribadi secara e-

Filing 

1. Menyampaikan 12 

SPT Tahunan secara 

manual  

 

 

 

2. Menyampaikan 9 

SPT Tahunan secara 

e-Filing 

 

 

Rabu, 22 Maret 2017 

 

Bayu Abdi Prasetyo 

selaku Bendaharawan 

 

 

 

 

 

 

1. Mengaktivasi data e-FIN 

badan 

2. Perekaman SPT 

Tahunan badan usaha 

3. Melaporkan SPT 

Tahunan secara manual 

 

 

 

 

1. engaktivasi 1 data e-

FIN badan  

2. Melaporkan SPT 

Tahunan hasil 

usahanya 

3. Melaporkan 11 SPT 

Tahunan secara 

manual 

 

 

(a) (b) (c) 
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Kamis, 23 Maret 2017 

 

Wahdhatul Asfiyah 

pelaksana seksi 

pelayanan 

 

 

 

1. Mengaktivasi data e-

FIN Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

2. Melaporkan SPT 

Tahunan 1770SS dan 

1770S Wajib Pajak 

Orang Pribadi secara e-

Filing 

1. Mengaktivasi 4 data 

e-FIN 

2. Menyampaikan 9 

SPT Tahunan 

1770SS dan 5 SPT 

Tahunan 1770S 

 

 

 

Senin, 27 Maret 2017 

 

Wahdhatul Asfiyah 

pelaksana seksi 

pelayanan 

 

 

 

 

1. Mengaktivasi data e-

FIN Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

2. Melaporkan SPT 

Tahunan 1770SS dan 

1770S Wajib Pajak 

Orang Pribadi secara e-

Filing 

1. Mengaktivasi 8 

data e-FIN 

2. Menyampaikan 12 

SPT Tahunan 

1770SS dan 6 SPT 

Tahunan 1770S 

 

 

Rabu, 29 Maret 2017 

 

Bayu Abdi Prasetyo 

selaku Bendaharawan 

 

Wahdhatul Asfiyah 

pelaksana seksi 

pelayanan  

 

 

Pendampingan e-Filing 

kepada anggota TNI 

Bondowoso dan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

Karena banyaknya 

Wajib Pajak yang 

melakukan pelaporan 

tahunan, diberikan 

fasilitas laptop kantor 

untuk pendampingan 

e-Filing, telah 

dilakukan 

pendampingan kepada 

50 orang   

(a) (b) (c) 
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Jum’at, 31 Maret 2017 

 

Bayu Abdi Prasetyo 

selaku Bendaharawan 

 

Wahdhatul Asfiyah 

pelaksana seksi 

pelayanan 

 

 

Muh. Nurakhmad 

selaku kepala kantor 

 

1. Pendampingan e-Filing 

kepada anggota TNI 

Bondowoso 

 

2. Melaporkan SPT 

Tahunan 1770SS dan 

1770S Wajib Pajak 

Orang Pribadi secara e-

Filing 

3. Berpamitan kepada 

seluruh staf KP2KP 

 

1. Pendampingan 

kepada 10 Wajib 

Pajak anggota TNI 

 

2. Menyampaikan 11 

SPT Tahunan. 

 

 

 

3. Mendapat ijin 

mengakhiri Praktek 

Kerja Nyata 

Sumber: Kantor KP2KP Bondowoso 

3.3 Jenis dan sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data informasi yang berupa symbol 

angka atau bilangan. Data kuantitatif ini berupa bukti potong pajak dan/ atau 

pencatatan peredaran bruto yang akan dinyatakan dalam bntuk numerical serta 

diolah secara elektronik. 

 

3.3.2 Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Premier 

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan fiskus. Data 

Premier diperoleh dari data-data terkait dengan pelaporan SPT tahunan 

berupa bukti potong dan/ atau pencatatan peredaran bruto Wajib Pajak. 

b. Data sekunder 
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Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data premier. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, 

jurnal, dan lain-lain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik 

Kerja Nyata ini adalah : 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan 

laporn Praktik Kerja Nyata ini. 

b. Observasi 

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan 

sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencacatan terhadap gejala 

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini penulis 

mengobservasi data-data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terkait dengan 

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar di KPP Pratama Jember. 

c. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan 

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso tentang Prosedur Pelaporan 

SPT Tahunan Melalui e-Filing dengan Bentuk Formulir Pada Kantor KP2KP 

Bondowoso, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua siklus yang sebelumnya 

harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sebelum melakukan laporan tahunan. Siklus 

tersebut berupa penghitungan besaran pajak atas penghasilan beserta bukti potong. 

Bukti potong tersebut diterima dari bendahara atau pihak lain pemberi penghasilan, 

selanjutnya Wajib Pajak membayarkan pajak terutangnya secara online melalui 

layanan e-billing. Setelah pajak dibayarkan, barulah wajib pajak berkewajiban 

untuk melaporkan pajaknya. Kini Direktorat Jendral Pajak memberikan layanan 

bernama e-Filing yang sangat membantu bagi Wajib Pajak yang melakukan 

pelaporan SPT Tahunan tanpa perlu datang dan mengantri di kantor. 

Dalam prosedur pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing, Wajib Pajak harus 

memiliki kode e-FIN yang berfungsi sebagai identitas pengguna e-Filing. Dengan 

mengisi dan menandatangani Formulir permohonan e-FIN ke kantor pelayanan 

pajak terdaftar, kode e-FIN akan diterbitkan dan disampaikan secara langsung 

kepada Wajib Pajak. Berikut langkah mendapatkan kode e-FIN: 

1. Mengisi Formulir Permohonan e-Fin; 

2. Melampirkan fotokopi NPWP dan KTP; 

3. Melampirkan surat kuasa khusus dan fotokopi identitas diri WP dalam hal 

permohonan disampaikan oleh kuasa WP; 

4. Membawa asli identitas diri WP atau kuasanya untuk ditunjukkan kepada 

petugas; 

5. Kode e-Fin akan diterbitkan paling lama 1 hari kerja yang akan disampaikan 

secara langsung kepada WP atau kuasanya. 
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 Setelah memiliki kode e-FIN, Wajib Pajak melakukan pendaftaran sebagai 

Wajib Pajak pengguna e-Filing dengan langkah berikut: 

1. Buka menu e-Filing di website DJP www.pajak.go.id 

2. Registrasi akun e-Filing dengan mengisi form Registrasi e-Filing 

3. WP akan menerima username, password dan tautan aktivasi akun e-Filing 

melalui email yang telah didaftarkan oleh wajib pajak.. 

4. Klik link tautan aktivasi akun e-filing untuk mengaktivkan akun e-Filing; 

5. Lakukan login ke akun e-Filing dengan NPWP sebagai username.  

 

Dengan sebagai pengguna e-Filing, Wajib Pajak dapat melakukan laporan 

SPT Tahunan dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS dalam bentuk 

elektronik, berikut langkahnya: 

1. Buka menu e-Filing di website DJP www.pajak.go.id 

2. Login ke akun e-Filing dengan memasukkan username(NPWP) dan 

password 

3. Pilih menu sesuai dengan jenis SPT yang hendak disampaikan 

4. Isi SPT menggunakan aplikasi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas 

5. Meminta kode verifikasi untuk penyampaian SPT 

6. Menerima kode verifikasi melalui email 

7. Menandatangani e-SPT dengan mengisikan kode verifikasi 

8. Mengirim e-SPT melalui menu yang disediakan 

9. Menerima bukti penerimaan elektronik 

5.2 Saran 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk 

meningkatkan kerja sama dengan instansi yang ada di Bondowoso dalam hal 

bersosialisasi tentang penggunaan layanan e-Filing Wajib Pajak dalam 

menyampaikan SPT Tahunan, terutama kepada setiap Wajib Pajak dan 

bendaharawan yang memiliki tugas untuk menyampaikan SPT Tahunan atau 

anggota terkait.
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Lampiran A: Surat Pengantar Magang 
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Lampiran B: Surat Ijin Magang 

 

Lampiran C: Surat Tugas Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran D: Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran E: Surat Tugas Pembimbing 
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Lampiran F: Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


82 
 

 

 

Lampiran G: Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran H: Daftar Kegiatan Bimbingan 
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Lampiran I: Bukti Pemotongan PPh 21 Pegawai Tetap 
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Lampiran J: Bukti Penerimaan Elektronik Laporan Tahunan Orang Pribadi 
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Lampiran K: Tanda Terima Setoran Pajak 
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Lampiran L: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 
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Lampiran M: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 
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Lampiran N: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 
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Lampiran O: Peraturan Menteri Keurangan Nomor 101/PMK.010/2016 
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Lampiran P: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 
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